
BUPATIBONE 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR !S TAHUN 2018 

TENT ANO 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERA1URAN BUPATI BONE NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
BUPATI BONE, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana Prognun dan Kegiatan, penganggaran Program dan Kegiatan Hibah 
Integrated Participatory Development and Management Of Irigation Project (IPOMIP) serta percepatan pelaksanaan dan 
peningkatan penye:rapan DBn& Alokasi Khusus (OAK) Tahun Anggaran 2018, maka perlu melakukan Perubahan 
Anggaran mendahului APBD-Perubahan Tahun 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I( di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 J; 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) eebegarmana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 l; 

3. Undang- undang .... 



3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara.an Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 lNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undan'g - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}; 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)i 

11. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diru� beberapa 
kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenta.ng Pembinaan dan Pengawasan atas PenyeJenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
OPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540 l; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
ReR,u!)lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

IS. Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tenta.ng Standar Akunta.nsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tenta.ng Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang tentang Sistem Infonnaai Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenta.ng Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negaia Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenta.ng Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstanai Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 



23. Pcraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba.h Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diuba.h beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan 
kedua Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. 

28. 

26. 

27. 

Pera tu ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2018; . ' Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Oaerah 
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pcrubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Pcraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah 
(Lembaran Oaerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 
Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8) ; 

29. Pcraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata cara Revisi Anggaran (Serita Daerah Kabupaten Bone 
Tahun 2012 Nomor I); 

tapkan 

30. Pcraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bone Tahun 2018 ( Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81). 

IIEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANOGARAN 
PENDAPATAN DAN BElANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANOOARAN 2018. • 

Pa,ai I 

Beberapa ketentuan daJarn Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pcnjaba.ran Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Oaerah Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diuba.h dengan 



Pcraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2018 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 15), diubah aebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal)l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

I. Pendapatan 
a. Semula Rp. 2,235,555,974,016.00 
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5,896,131,463.00 

Jumlah Pendapatan sctclah Perubahan Rp. 2,241,452,105,479.00 

2. Bclanja 
a. Semula 
b. Bertambah/{Bcrkurang) 

Jumlah Bclanja sctclah Peruba.han 

Rp. 2,294,679,138,033.00 
Rp. 6,631,001,463.00 

Rp. 2,301,310,139,496.00 

Surplus/(Defisit) sctclah Perubahan 

3. Pembia,yaan 
a. Pencrim.aan 

I. Scmula Rp. 
2. Bcrtambah/(Berkwang) Rp. 

Jum.lah Belanja sctclah Perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 

Jum.lah Pengcluaran setclah Pcrube.han 

65, 170,236,017 .00 
734,870,000.00 

6,047 ,072,000.00 
0.00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(59,858,034,017 .00) 

65,905, 106,017 .00 

6,047 ,072,000.00 



2. Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dalam lampiran Peraturan ini. 
3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. , 

Pasal II 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar �tjap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan penempa.tannya dalam 
Serita Deerah Kabupaten Bone. ·------,-= f&.UDAH orrsun OlEH TIM ' 

�HUSUS P2NYELARAS 
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(s. RAMU.SH 

Diundangkan di Watampone 
pada tanggal .,I.\ Vt.ti 161 8, 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 

. . ... 

� 
A. SURYA DARMA 

SERITA. OAERA.H KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 3� 


